WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG IZIN TIDAK MASUK KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

a. bahwa berdasarkan Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada
perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut
peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti

tahunan;

. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu mengubah ketentuan
pemberian izin bagi guru dalam Peraturan Wali Kota Nomor
42 Tahun 2019 tentang lzin Tidak Masuk Keija Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 42 Tahun 2019 tentang lzin Tidak Masuk Keija

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kota Singkawang;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan PeraturanPerundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Peijanjian
Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Singkawang Nomor 51);



Menetapkan

13. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Disiplin Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita

Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG IZIN TIDAK MASUK KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (8) dihapus dalam Peraturan Wali

Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang lzin Tidak Masuk

Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota

Singkawang Tahun 2019 Nomor 35), sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

(1) Permintaan izin diajukan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti
pendukung sebagai bahan pertimbangan pemberian
izin.

(2 Khusus keperluan mendadak dan/atau tidak terduga,
maka permintaan izin disampaikan secara lisan,
dengan ketentuan surat izin tertulis serta bukti
pendukung disampaikan pada kesempatan pertama
saat masuk keija.

(3) Berdasarkan permintaan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat yang berwenang
memberikan izin kepada Pegawai ASN vyang
bersangkutan.

(49 Permintaan dan  pemberian izin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat
dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



(5) Pejabat yang berwenang dapat memberikan izin atau
tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan
izin Pegawai ASN demi kepentingan dinas.

(6) lzin dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat
yang berwenang memberikan izin, apabila terdapat
kepentingan dinas mendesak.

(7) Dalam hal terdapat Pegawai ASN memiliki keperluan
yang dapat diberikan hak atas cuti, atau yang
bersangkutan belum menggunakan hak atas cuti
tahunan dan/atau masih terdapat sisa hak atas cuti
tahunan, maka tidak dapat diberikan izin dan yang
bersangkutan wajib mengajukan permohonan cuti.

(8) Dihapus.

(9) Pemberian izin harus memperhatikan kekuatan jumlah

pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal Il
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juni 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP. 19630205 199603 2 002



